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PUTUSAN
Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Bgr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan hadhanah antara:
Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX RT
XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX,
Provinsi XXX, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXX RT XXX RW XXX
Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi

XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1.Bahwa pada 16 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota XXX sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor 0931/156/VI111/2020 tertanggal 18 Agustus 2020;
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2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kp Baru Gang Rante No 88 RT XXX RW XXX Kelurahan XXX,
Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di XXX, 24 Agustus 2020;

5. Bahwa kurang lebih sekitar 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat dalam
memberikan nafkah lahir hanya Rp. 450.000,00 dalam satu bulannya,
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar
Maret 2023 yang Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah
tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama XXX kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan
tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan
mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan
membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat &€ Ibunya a€*
terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut
hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus
diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama XXX cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo
agar terhadap anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di XXX, 24
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Agustus 2020; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)
Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di XXX, 24 Agustus
2020; tinggal dan di asuh dengan sangat baik oleh Penggugat selaku ibu
kandungnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada
majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat )

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di XXX,
24 Agustus 2020, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan
(hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4, Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 1452/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
3271044606020010 tertanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXX, bukti surat
tersebut telah bermaterai cukup dan dan telah dinazzegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0931/156/VI11/2020 tertanggal
18 Agustus 2020; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX. Kota XXX, bukti surat tersebut telah
bermaterai cukup dan dan telah dinazzegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-17022021-0016
Tertanggal 17 Febuari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil Kota XXX. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dan telah
dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
(bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2
orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Rante Kp. Baru RT XXX
RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penguggat dan Tergugat sebagai suami isteri

yang menikah pada 16 Agustus 2020 karena saksi adalah ayah
kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 1452/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di Kp Baru Gang Rante No 88 RT XXX RW XXX
Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak 1, laki-laki,
lahir di XXX, 24 Agustus 2020;

- Bahwa awal mula rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam
keadaan rukun, nanti sekitar 2022 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat dalam
memberikan nafkah lahir hanya Rp. 450.000,00 dalam satu bulannya,
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang
kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
sekitar Maret 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan
hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya
suami istri lagi;

- Bahwa Pengguggat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar Maret
2023;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Rante Kp. Baru RT XXX RW XXX Kelurahann XXX,
Kecamatan XXX, Kota XXX, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Penguggat dan Tergugat sebagai suami isteri
yang menikah pada 16 Agustus 2020 karena saksi adalah tante
Penguggat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di Kp Baru Gang Rante No 88 RT XXX RW XXX
Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX;
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- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak 1, laki-laki,
lahir di XXX, 24 Agustus 2020;

- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, nanti sekitar 2022 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat dalam
memberikan nafkah lahir hanya Rp 450.000,00 dalam satu bulannya,
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang
kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
sekitar Maret 2023 dimana Tergugat pergi dari kediaman terakhir,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan
hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya
suami istri lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar

Maret 2023;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat
buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum
Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama XXX,
sebagaimana bukti P.1, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 1452/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXX berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam
kitab “al-Anwar”, juz Il, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat
berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh
memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta

memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan
maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah
pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan
Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana
terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. vyaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan
perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,
tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P3 dan
juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 XXX dan Saksi 2 XXX.
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P3 tersebut yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan
dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan
terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2020, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan persona standi in yudicio dan
sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa akta outentik, isi bukti
menerangkan bahwa anak yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 24
Agustus 2020 adalah merupakan anak kandung dari hasil perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang mana anak tersebut saat ini masih di bawah
umur dan tinggal bersama Penguggat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam
persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan
keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat secara terus menerus sejak sekitar 2022 yang disebabkan karena.
Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya Rp 450.000,00 dalam satu
bulannya, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga,sehingga
dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
sekitar Maret 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR
dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak sekitar 2022 yang disebabkan karena. Tergugat dalam
memberikan nafkah lahir hanya Rp 450.000,00 dalam satu bulannya,
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Maret
2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan
layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria,
yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan
perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami
isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat
pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir
hanya Rp 450.000,00 dalam satu bulannya, sehingga tidak bisa mencukupi
kebutuhan rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan
pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan
Tergugat);
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Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisinan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2023
dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak
berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dengan
demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan
telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun
2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747,

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari
sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah
fikih yang artinya “Madharat harus dihindarkan sedapat mungkin, dan
menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim
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berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-

satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan
dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Hadits Rasulullah SAW.

“Tidak boleh berbuat madharat dan menimbulkan madharat’.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291
sebagai berikut :

elos aro glaiannsV Las Llgs zo il lual a>g il casol 15l
waolall o wllai ol lgd s legliol G 6 uiunll
Ssadl e 3l aisl adlle uolall lgilla, 3iu>g a0l
Login: MoVl & oo
Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti
kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan
terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penguggat, dengan
demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yaitu hak pemeliharaan anak yang
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belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat sebagai
ibunya, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada majelis hakim agar hak
Asuh anak dipelihara oleh Penggugat, oleh karena anak tersebut masih
dibawah umur dan tinggal bersama Penggugat dimana Penggugat yang
merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik sampai saat ini, sehingga
berdasarkan hal tersebut Majelis hakim menetapkan bahwa anak yang
bernama Anak 1, laki-laki lahir 24 Agustus 2022 berada di bawah
pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu
kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui
anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secra resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, lahir di XXX, 24
Agustus 2020 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah)
Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni
Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj.
Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Sangidin, S.H., M.H. Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
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